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INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA

TARGET
INDIKATOR FORMULASI/ RUMUS
SASARAN KINERJA UTAMA SATUAN PERHITUNGAN
2019 2020 2021

Meningkatnya iklim Pelaku Usaha (PMA dan % Jumlah % realisasi 21,28 17,54 14,93
investasi dan PMDN) yang Beroperasi investasi perusahaan yang
pelayanan perizinan baru berdiri ditambah

pengembangan investasi

perusahaan yang sudah

berdiri / menghitung %

Jumlah total dalam satu

tahun
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Nilai Release Inspektorat 70,50 70,60 70,70
akuntabilitas kinerja | Kinerja Instansi
penyelenggaraan Pemerintah (AKIP)
pemerintah daerah DPMPTSP

Purbalingga, 15 April 2019




INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PURBALINGGA

TARGET
SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI PERHITUNGAN
2019 2020 2021

Meningkatnya iklim Pelaku Usaha (PMA dan PMDN) | jumiah realisasi investasi perusahaan yang
. . yang Beroperasi iri di h
investasi dan pelayanan ?aru ber.d/r/ ditamba pengembangan. . 202 759 802
perizinan investasi perusahaan yang sudah berdiri /

menghitung Jumlah total dalam satu tahun
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Release Inspektorat 70,50 70,60 70,70

akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan
pemerintah daerah

Instansi Pemerintah (AKIP)
DPMPTSP

Purbalingga, 15 April 2019

PIt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan




INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Perangkat Daerah : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan
pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah, meliputi sub urusan pengembangan iklim
penanaman modal, promosi, pelayananan perizinan dan non perizinan, pengendalian, data dan informasi
penanaman modal.

Fungsi :
1. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan menyelanggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang penanaman modal dan menyelanggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan menyelanggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan menyelanggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati
SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA
Meningkatnya iklim investasi dan Pelaku Usaha (PMA dan PMDN) yang Jumlah realisasi investasi perusahaan yang baru berdiri ditambah Bidang PM
pelayanan perizinan Beroperasi pengembangan investasi perusahaan yang sudah berdiri /
menghitung Jumlah total dalam satu tahun

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Release Inspektorat Inspektorat

penyelenggaraan pemerintah daerah Pemerintah (AKIP) DPMPTSP

rbalingga, 15 April 2019




